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FACHRI RAMADHAN Y., (B11112034) TINJAUAN YURIDIS 
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG 
(Studi Kasus Putusan No. 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG), dibawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Nur 
Azisa sebagai Pembimbing II  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum 
pidana atas tidak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara dengan nomor putusan : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG  
 
Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini.  
 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
(1)Penerapan hukum pidana  terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan 
terhadap anak kandung, telah sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1)KUHP. berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan 
para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuain dan 
terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi 
pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi 
hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. (2) Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 
194/Pid.B/2012/PN.SUNGG lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 
sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan 
aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari 
kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur 
tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya 
hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita 
ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda 
bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern 
sehinggm  a kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. 
Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap 
masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah 
wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap 
hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang 
menyangkut masalah kriminalitas. 
Berbagai informasi berbagai  massa media, baik media cetak 
maupun elektronoik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas 
menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai 
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usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah di coba oleh negara-
negara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru 
berhasil mengurangi intensitas dan kualitas saja. Salah satu persoalan 
yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah 
tentang kejahata berupa kejahatan terhadap tubuh atu bisa kita sebut 
penganiayaan dan pemerkosaan. Masalah kejahatan merupakan 
masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang 
sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang 
semakain kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini 
telah ditandai berbagai usaha manusia untuk mempertahankan 
kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam 
usaha mencapai tujuan suatu kelompok tetentu dalam masyarakat 
atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah 
kejahatan, maka kekerasaan sering merupakan pelengkap dari bentuk 
kejahatan itu sendiri,bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri 
dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa penganiayaan dalam 
masyarakat. Ironisnya kejahatan berupa pemerkosaan ini korbannya 
adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa 
datang kelak. 
Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk 
sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas 
hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 
3 
 
satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka 
tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua 
tersebut selalu berusaha menggugurkan anak dalam kandungannya, 
maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum 
tersebut. Apalagi jika anak tersebut telah dilahirkan ke dunia, maka hak 
atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar 
tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan 
diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi 
anak merupakan bagian hak asasi manusia yang mendapat 
perlindungan dan jaminan hukum baik Hukum Nasional maupun 
Hukum Internasional. Secara universal dilindungi dalam Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) dan International on civil and 
Political Rights (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus di perlakukan 
berbeda dari orang dewasa yang juga diatur khusus. 
Anak harus mendapat perlakuan berbeda dari orang dewasa 
karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh 
berkembang hingga menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan 
tergantung atau belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik 
dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama serta 
keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas 
dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus 
tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan 
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hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya yang 
lebih baik. Sehingga, begitu anak tersebut dewasa, maka ia tidak akan 
ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak-hak 
tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku serta menjadi penerus masa depan yng akan 
menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
Apabila anak sejak masa kandungan sampai dilahirkan, tumbuh 
dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapat perhatian dan 
perlindungan dari orng tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka 
akan berdampak negatif sebagai generasi penerus masa depan 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencegah hal 
tersebut, maka hak-hak atas anak harus selalu mendapatkan perhatian 
serius dari semua pihak di setiap perkembangannya. Perhatian 
mengenai hak-hak anak tersebut termasuk jika anak tersebut 
menghadapi persoalan hukum baik sebagai pelaku maupun korban 
kejahatan. Anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi atau 
mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum di dalam 
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang menyatakan bahwa”Setiap anak berhak untuk 
tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 
hukuman yang tidak manusiawi”. 
5 
 
Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa 
maupun anak-anak semakin meningkat  baik kuliatas dan 
kuantitasnya. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang 
akhrir-akhir ini sering diberitakan baik melalui Koran, majalah maupun 
media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup 
serius. 
Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak 
pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Ungdang-
undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana 
kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu: 
a. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam 
Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. 
b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur 
dalam Pasal : 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP. 
Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan 
seksual(Pemerkosaan) terhadap anak terdapat dalam UU. No 23 
tahun 2002 Pasal 81.. 
Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat 
keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi 
korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bwah umur. 
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Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga 
diri dan kehormatan menjadi taruhannya. 
Pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya 
bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan 
perempuan harus  dilindungi sebagaimana telah di atur dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 
bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak 
perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan 
terlarang (Achie Sudiarti Luhulima, 2000 : 1). 
Tindak pidana pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih 
kalau korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini 
mempengaruhi pisikologis perkembangan anak dan menimbulkan 
trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi 
suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. 
Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah 
orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih 
mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan 
adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri 
(incest).  
Secara psikologis dan sosial korban tersebut mengalami 
masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa 
malu apabila diketahui orang lain. Korban pemerkosaan sering kali 
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mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku pemerkosaan 
adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan 
bergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 
Antisipasi tindak pidana pemerkosaan diantaranya dengan 
memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui 
penegakan hukum dan diupayakan perilaku melanggar hukum 
ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum 
pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan 
yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan berupa 
hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, 
kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan 
perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
Hukum yang baik tidak hanya bergantung dengan asas-asas, 
sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, 
melainkan juga bergantung pada tata pelaksanaan serta pada 
manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. 
Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap 
dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dituntut 
profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral 
yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam 
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menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dapat memperoleh 
keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena 
telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan 
akibat buruk  pada psikilogis pekembangan anak.   
Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta 
memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam 
menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang 
hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal 
yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari factor 
agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya 
sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang 
sehingga  mempengaruhi pertimbangan dalam putusan (Oemar Seno 
Aji, 1997 : 12). 
Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat membentuk 
keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur 
pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan 
pertimbangan hakim yang menentukan berat ringannya pemidanaan, 
karena seringkali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu 
ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh 




Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : Tinjauan 
Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak 
Kandung (Studi Kasus Putusan nomor : 
194/Pid.B/2012/PN.SUNGG). 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan Latar belakang masalah sebagaimana diuraikan 
diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat 
rumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 
: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG) 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG) 
C. Tujuan dan manfaat Penelitian  
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang 
melandasi penelitian ini yaitu :  
1. Untuk mengetahui penerapam hukum pidana atas tindak pidana 




2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi 
Kasus Putusan nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG) 
1. Kegunaan ilmiah 
a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan 
dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana 
b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat 
digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang 
lerevan dengan penelitian ini dimasa yang akan dating 
dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi 
2. Kegunaan praktis 
Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan 
memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para 









A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa 
Latin delictum. Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam 
bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”een 
gedeelte van werkelijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat 
dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu 
dapat diterjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang 
dapat dihukum” (P.A.F. Lamintang, 1997 : 181). 
Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang 
dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda 
sehingga dalam memperoleh pendefisian mengenai tindak pidana 
sangat sulit. 
Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum : 
1) Hazewinkel-Suringa 
Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum 
dari strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada 
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan 
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-
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sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (P.A.F. 
Lamintang 1997 : 181). 
2) Simons 
Simons merumuskan strfbaar feit sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 1997 : 185). 
 
3) Pompe 
Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum 
(P.A.F. Lamintang, 1997 : 182). 
4) Van Hamel 
Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 




Karni mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang 
mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah 
dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa 
perbuatan dipertanggungjawabkan (Sudarto, 1990 : 42).  
6) Wirjono Prodjodikoro 
Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana (Sudarto, 
1990 : 42). 
 
7) Moeljatno 
Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suat 
perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1990 : 43). 
8) Vos 
Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan (Adami Chazawi, 2002 : 72). 
 
Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu 
tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut : 
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a) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan 
b) Bersifat melawan hukum 
c) Melanggar aturan hukum 
d) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang 
terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada 
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada 
dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur 
subyektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan 
tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah 
perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.  
Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu : 
1)   Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2)   Maksud atau voornemen pada suatu percobaab atau poging 
3)   Macam-macam maksud atau oogmerk 
4)   Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read 
5)   Perasaan takut atau vress 
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Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah 
unsurunsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu 
harus dilakukan. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu : 
1)    Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2)    Kualitas dari si pelaku 
3)  Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. 
Lamintang, 1997 : 194). 
Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah ”strafbaar feit” oleh 
para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbeda-beda antara 
satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda 
pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur-
unsur tindak pidana.  
Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis 
mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :  
Menurut Simon bahwa ”strafbaar feit” adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2000 : 56)  
Unsur-unsur ”strafbaar feit” adalah : 
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a. Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat 
atau   tidak berbuat atau membiarkan) 
b. Diancam dengan pidana (strafbar gesteld) 
c. Melawan hokum (onrechtmatio)                                                      
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
 Menurut Van Hamel merumuskan ”strafbaar feit”’ adalah 
kelakuan orang (menselijkegedraging) yang dirumuskan dalam ”wet” 
yang bersifat melawan hukum, yamg patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 41). 
Unsur-unsur ”strafbaar feit” adalah : 
1)   Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi. 
2)   Dengan melawan hukum. 
3)   Patut dipidana 
4)   Dilakukan dengan kesalahan 
Sedangkam menurut para sarjana hukum yang tergolong aliran 
dualistis mengemukakan sebagai berikut: 
Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan 
kesalahan (schul) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak 
pidana (strafbaar feit). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup 
dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada 
orang yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173). 
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Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada 
lima, yang kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi tiga, 
yaitu : 
1)   Perbuatan 
2)   Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 
3)   Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 
    Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana 
meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan 
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku 
Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat 
pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, 
dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis 
adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana kita denganndasar Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 
KUHP. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan 
tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan 
perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat 
digolongkan antara lain sebagai berikut : 
1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran 
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Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas 
kejahatan (rechtdelicted) dan pelanggaran ( wetsdelicten). 
Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur 
dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat 
dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh 
umum baru disadari sebagai suatu  tindak pidana, karena 
undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana 
lebih ringan daripada kejahatan. 
2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material 
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk 
perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal 
merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan 
pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari 
perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan 
merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya : Penghinaan 
(Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak 
pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari 
perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 
3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan 
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria 
sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana 
aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya 
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berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak 
pidana. Tindak pidan bukan aduan merupakan tindak pidana yang 
penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari 
korban. 
4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan 
Kealpaan 
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada 
unsurunsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. 
Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak 
pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk 
melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui 
timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan 
Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur 
kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara 
sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan 
perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya 
atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh 
hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : Karena 
kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). 
5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada 
Pemberatannya 
Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam 
bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, 
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misalnya : Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana 
yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam 
bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya 
: Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP). 
6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung 
Terus 
Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana 
yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang 
berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan 
tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu 
berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan 
seseorang (Pasal 333 KUHP). 
 
 
7) Delik Tunggal dan Delik Berganda 
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup 
dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu 
tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-
kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 
KUHP). 




Pidana Commissionis Per Omisionem commissa 
Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk 
dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana 
commmisionis merupakan tindak pidana yang berupa melakukan 
sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau 
melanggar larangan, misalnya : Penipuan (Pasal 378 KUHP) 
Tindak pidana omissionis merupakan tindak pidana pasif atau 
negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang 
diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, 
misalnya : Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya 
(Pasal 531 KUHP). Tindak pidana commissionis per omissionem 
commissa merupakan tindak pidana commissionis tetapi 
dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan 
sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu 
tidak menyesui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan 
dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 
KUHP). 
9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat 
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria 
yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana 
ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak 
besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana 
berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang 
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ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya 
berat. 
 
10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang 
perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana 
yang diatur secara khusus dalam Undamg-undang, misalnya 
tindak pidana korupsi.  
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan 
1. Pemerkosaan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 
Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke 
dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam 
Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata 
perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP. 
Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki 
sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan dibidang ini, 
ditunjukan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan. 
Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana 
perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah 





a. Pasal 285 KUHP 
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di 
dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai 
berikut: 
 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan 
dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun. 
Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah : 
1. Perbuatannya : memaksa bersetubuh 
2. Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
3. Objek : perempuan bukan istrinya. 
Adami Chazawi (2005:63), Pengertian perbuatan  memaksa 
(dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain 
dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan 
dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang 
yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. 
Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal 
yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan 
diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan 
berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 
orang yang memaksa. 
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Menurut R. Seosilo (1994 : 209), dalam Pasal 285, memaksa 
disini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia 
menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu 
bersedia disetubuhi. 
Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Leden 
Marpaung, 2004 :53), mengemukakan pengertian bersetubuh 
berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan 
perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, 
tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan 
si perempuan. 
Adami Chazawi (2005 : 64), Cara-cara memaksa yang 
dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara 
yaitu kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging 
met geweld). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh 
dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada pasal 89 KUHP 
yang merumuskan perluasan arti kekerasan. 
Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan 
adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 
sebagainya. 
Lebih lanjut R. Soesilo (1994 : 65), Berdasarkan fungsinya, 
maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah di 
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definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) 
yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya 
disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, 
kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi 
tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, 
orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala 
sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun 
bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan 
sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan 
kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. 
 
b. Pasal 286 KUHP 
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di 
dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 
Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 
istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau 
tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
 
Menurut Adami Chazawi (2005 : 67), perempuan yang 
menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang 
bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau 
tidak berdaya. Didalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur 
subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
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R. Soesilo (1994 : 210), menjelaskan bahwa pingsan 
artinya ”tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya 
dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat 
sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak 
dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya 
artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, 
misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, 
mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang 
itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui 
apa yang terjadi atas dirinya. 
Sejalan dengan hal tersebut, Adami Chazawi (2005 : 68) 
menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki 
perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga 
tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada 
keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan 
diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah 
diperbuat orang lain in case disetubuhi terhadap dirinya. 
Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik 
dengan obat tidur, maka kekadaan tidur itu dapat disebut dengan 
keadaan pingsan. 
Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan 
sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap 
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dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau 
tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki 
yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga 
tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 
adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. 
Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari 
perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si 
pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa 
perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya (Adami Chazawi, 2005 : 68-69). 
 
         c. Pasal 287 KUHP 
Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di 
dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 
(1)  Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 
istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur 
perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, 
dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali 
kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada 
salah satu yang disebut pada Pasal 291 dan 294. 
 
 Menurut Adami Chazawi (2005 : 71), Berbeda dengan Pasal 
285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya 
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persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan 
berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada Pasal 287 
KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan 
dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut 
dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada 
umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum 
masanya untuk dikawin. 
  Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, maka pada Pasal 1 butir 1 dinyatakan 
bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun sejak 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010 
tentang batasan umur anak menjadi batasan umur anak yaitu yang 
berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. 
 
d. Pasal 288 KUHP 
 Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di 
dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 
(1)     Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya 
atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum 
masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 




 (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka 
berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
 (3) Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka 
berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun. 
 
R. Soesilo (1994 : 212), Pada dasarnya KUHP tidak 
mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan 
yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, 
kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat 
luka-luka, luka berat atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini 
bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat 
dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya 
yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka 
secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia. 
 
        Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 
           Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 
sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan 
hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal 
lainnya menggunakan rumusan bersetubuh. 
             Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 119), kata 
perkosaan sebagai  terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam 
bahasa Belanda yakni verkrachting tidaklah tepat. Dalam bahasa 
Belanda istilah verkarachting sudah berarti perkosaan untuk 
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bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan 
saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan 
untuk bersetubuh. 
  Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), 
mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu 
peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus 
masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan 
mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu 
beralih menjadi perbuatan cabul. 
  Wirjono Prodjodikoro (2003 : 120), memberikan perbedaan 
lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah 
bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang 
laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul 
dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang 
laki-laki. 
  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 766), 
perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, 
memaksa dengan kekerasan, menggagahi....” Makna ini sangat 
luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun 
bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan 
kata memaksa dengan kekerasan. 
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  Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan 
istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas 
dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat 
dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan 
dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan 
seksual dan lain-lain. 
  Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah 
kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah 
kejahatan seksual (sexual violence) yang diartikan sebagai 
perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat 
dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan 
istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat 
hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal 
kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap 
nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang 
berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan 




2. Pemerkosaan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang     
Perlindungan Anak 
  Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa 
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. 
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah 
guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, 
mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan 
sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki 
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. 
  Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya 
perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin 
dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak 
dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan 
komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak. 
  Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
  Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah 
menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk 
mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia 
dan sejahtera.         
 
 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk 
dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak 
didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak 
pidana. 
 Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan atau kekerasan 
seksual terhadap anak akan dianalisis lebih lanjut dengan 
pembahasan sebagai berikut : 
      1.   Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang 
Pasal 81 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menyatakan bahwa : 
            1).  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain...” 
2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
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melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
 
Berdasarkan Pasal 81 tersebut diatas, maka perbuatan yang 
dilarang adalah melakukan persetubuhan dengan anak. Hal ini 
tertuang juga dalam Pasal 287 KUHP yang menggunakan istilah 
perempuan yang belum masanya untuk kawin atau yang belum 
berumur 15 tahun. Hanya saja undang-undang ini tidak 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bersetubuh”. 
 
      2.   Unsur-unsur yang harus dipenuhi. 
   Berdasarkan rumusan Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002, 
maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan 
kekerasan seksual terhadap anak adalah : 
            a.   Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 
            b.   Adanya tipu muslihat 
            c.   Adanya serangkaian kebohongan. 
            d.   Adanya bujukan 
            e.   Adanya persetubuhan dengan seorang anak. 
 Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan 
dalam Pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam 
Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa 
35 
 
perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai 
cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan 
mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti 
melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk 
rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya 
terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih 
berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan 
Pasal 81 ini. 
 
      3.  Akibat 
   Undang-Undang No.23 tahun 2002 khususnya pada Pasal 
81 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang 
diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, 
yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman/sanksi 
terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan 
seksual terhadap anak tersebut. 
  Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan 
dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak tentunya sangat 
merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan 
atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, 





  Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam 
UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap orang” 
yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 
perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban 
adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi 
pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar 
mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi 
dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang 
lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi 
pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan 
bersetubuh dengan orang lain. 
 
      5.   Korban 
  Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan 
anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk tindak 
pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa 
anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami 
tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak 
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baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi 
korban kekerasan seksual. 
Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang 
melakukan perkosaan terhadap laki-laki, karena di dalam KUHP 




      6.   Jenis Tindak Pidana 
   Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan 
seksual terhadap anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu 
tidak mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda 
dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP 
yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan 
umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah 
anak yang berumur dibawah 12 tahun, maka merupakan tindak 
pidana biasa, sedangkan jika perempuan korban berumur 12 
tahun sampai dengan 15 tahun  atau diketahui belum masanya 










      7.   Ketentuan Pidana 
  Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap 
anak, maka Pasal 81 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak menyatakan : 
 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 
sedikit tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.- 
(enam puluh juta rupiah). 
2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
orang lain. 
  Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara 
lebih spesifik tentang perkosaan terhadap anak dengan sanksi 
yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 287 
KUHP. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus 
terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-
laki yang berniat untuk bersetubuh dengan perempuan tersebut 




3. Pemerkosaan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 
  Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
     Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang 
ini meliputi: 
 1).  Suami, istri dan anak, termasuk ke dalam pengertian anak 
adalah anak angkat dan anak tiri. 
 2).  Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) karena adanya 
hubungan darah, hubungan perkawinan seperti mertua, ipar, 
besan. Hubungan saudara persusuan, pengasuhan dan 
perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau 
 3).  Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut. 
            Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga, melindungi para korban, menindak pelaku dan 
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
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            Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang 
dilarang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1).  Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan rasa 
sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
2).  Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 
3).   Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup 
rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual 
terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 
tertentu. 
4).  Penelantaran rumah tangga yaitu tindakan menelantarkan 
orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut 
hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut, atau tindakan yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah 
kendali orang tersebut. 
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            Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat 
dibedakan antara perumusan yang diatur dalam UU PKDRT 
khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan ini 
berbeda ruang lingkupnya dengan KUHP. Untuk memudahkannya 
maka perbandingan ini akan dianalisis dengan menggunakan 
kriteria pembanding sebagai berikut : 
 
1.   Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang 
               Jika rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan 
dengan tindak pidana perkosaan di analisis, maka perbuatan 
yang dilarang untuk dilakukan adalah : 
 a.  Memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 
istrinya.                            
 b. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan 
sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
           c. Bersetubuh dengan perempuan yang masih dibawah umur 
(belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin). 
      d.  Bersetubuh dengan istri yang masih dibawah umur dan 
mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia. 
          Keseluruhan perbuatan yang dilarang tersebut pada dasarnya 
adalah melakukan persetubuhan. Yang membedakan antara satu 




          Dalam UU PKDRT, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya 
dengan kekerasan seksual adalah : 
a.  Pemaksaan hubungan seksual. 
        b.  Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau 
tidak disukai. 
        c.  Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
tertentu. 
      Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU 
PKDRT ini memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-
bentuk yang dilarang di atas maka dapatlah dimaknai bahwa 
hubungan seksual yang dimaksud tidaklah semata-mata dipahami 
sebagai persetubuhan yang disyaratkan dalam KUHP yang 
mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-laki ke 
dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani yang 
bertujuan untuk mendapatkan anak. 
      Hal tersebut dijelaskan dengan adanya perbuatan lain yang 
juga dilarang dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan 
seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Dengan 
demikian pemaksaan hubungan seksual tersebut tidak harus 
dilakukan dengan cara penetrasi kelamin laki-laki kedalam 
kelamin perempuan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara-cara 
lain seperti penetrasi kelamin laki-laki ke dalam mulut atau anus 
dengan cara menggunakan alat-alat atau objek lainnya. 
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      Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan 
seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain 
dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk 
pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan seksual 
secara biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara 
yang tidak wajar/tidak dikehendaki. 
 
      2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi 
        Dalam ketentuan KUHP, maka unsur utama yang harus 
terpenuhi antar satu pasal dengan pasal lainnya saling 
berbeda sebagaimana telah dikemukakan di dalam BAB II 
penulisan ini. Namun secara umum unsur-unsur tersebut 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a.  Adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan. 
b. Terjadinya persetubuhan dalam pengertian adanya 
penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan 
sampai dengan mengeluarkan mani. 
c. Perempuan korban tersebut tidak terikat perkawinan 
dengan pelaku. 
d. Adanya kondisi pingsan atau tidak berdaya pada korban 
yang menyebabkan pelaku dapat menyetubuhinya. 
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e.  Umur korban belum 15 tahun atau belum masanya untuk 
kawin. 
f.  Istri yang belum masanya untuk dikawinkan mengalami 
luka, luka berat atau meninggal dunia. 
   Dalam rumusan UU PKDRT, unsur-unsur yang haru dipenuhi 
adalah : 
      a. Adanya hubungan dalam lingkup keluarga sebagaimana 
ketentuan dalam UU PKDRT ini antara pelaku dengan 
korbannya. 
      b.   Adanya pemaksan hubungan seksual, hubungan seksual 
yang tidak wajar atau tidak disukai. 
     c.  Adanya pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan 
komersial atau tujuan lainnya. 
       d.  Adanya akibat-akibat yang ditimbulkannya. 
 
      3.  Akibat 
Dalam rumusan KUHP, pengaturan menganai akibat hanya 
dapat dijumpai dalam Pasal 288 KUHP yang berkaitan dengan 
pemaksaan hubungan seksual dengan istri yang belum cukup 
umur. Pasal 288 ini baru dapat dikenakan pidana pada pelaku jika 
perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami luka, luka 
berat atau meninggal dunia. 
 Dalam Pasal 291 KUHP juga disebutkan beberapa akibat 
yang sama yaitu luka berat dan meninggal dunia. Dengan 
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demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat kebijakan legislasi 
KUHP hanya melihat dampak fisik pada korban tindak pidana 
perkosaan. 
        Dalam perumusan UU PKDRT, ada beberapa akibat yang 
ditegaskan di dalam undang-undang yaitu : 
a.  Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. 
b. Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selam 
4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut. 
c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan. 
            d. Tidak berfungsinya alat reproduksi. 
Dari beberapa akibat yang dirumuskan dalam UU PKDRT 
tersebut dapat dijumpai beberapa bentuk kekerasan sebagaimana 
yang dinyatakan dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan yaitu akibat dari aspek fisik (luka permanen), 
akibat dari aspek psikis (gangguan kejiwaan) dan akibat dari aspek 




  Perumusan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak 
pidana perkosaan menggunakan istilah “barang siapa” untuk 
menggambarkan pelaku. Istilah “barang siapa” sesungguhnya 
dapat berarti siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja 
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dalam penjelasan pasal-pasal KUHP, khususnya yang 
dikemukakan oleh R. Soesilo, maka yang dapat dinyatakan 
sebagai pelaku untuk menggantikan istilah “barang siapa” tersebut 
hanyalah laki-laki. 
Menurut R. Soesilo, hal ini dilandasi pemikiran bahwa 
pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu 
menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk 
bersetubuh, bukan semata-mata karena paksaan oleh seorang 
perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak 
mungkin, akan tetapi karena justru bagi laki-laki persetubuhan 
tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang 
merugikan. Sedangkan pada diri perempuan ada bahaya untuk 
melahirkan anak akibat perkosaan tersebut. 
Dalam UU PKDRT walaupun secara tegas dinyatakan 
undang-undang ini ditujukan terutama untuk melindungi 
perempuan di dalam rumah tangganya, namun tidak menutup 
kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku 
kekerasan seksual. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam 
bunyi Pasal 53 yaitu “tindak pidana kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dilakukan oleh 
suami terhadap istrinya atau sebaliknya” 
Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan 
seksual di dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki 
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maupun perempuan kepada pasangannya atau anggota 
keluarganya yang lain dalam lingkup rumah tangganya. 
Penempatan perempuan dan laki-laki sebagai pelaku juga 
bisa terjadi dalam kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan 
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau 
tujuan tertentu lainnya. 
Analisis dari kondisi itu tentunya akan dapat dikaitkan 
dengan teori kekuasaan yang menyatakan bahwa pemegang 
kekuasaan cenderung untuk melakukan tindak kekerasan. 
 
 
      5. Korban 
Dalam rumusan KUHP tentang tindak pidana perkosaan, 
yang menjadi korban adalah : 
a.   Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku. 
b.  Perempuan yang tidak terikat dengan pelaku yang sedang 
berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
c.   Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku yang 
belum berusia 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin. 
d.   Perempuan yang terikat perkawinan dengan pelaku tapi belum 
masanya untuk dikawin. 
Dari sisi jenis kelamin, maka KUHP secara tegas menyatakan 
yang dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan hanyalah 
perempuan. Dalam UU PKDRT, semua orang yang berada dalam 
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lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-
undang ini dapat menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini 
menunjukan bahwa dalam UU PKDRT tidak ada pembatasan 
korban berdasarkan jenis kelamin ataupun berdasarkan umur dan 
kondisinya. 
 
      6. Jenis tindak pidana 
Jika dianalisis dari segi jenis tindak pidana, maka tindak 
pidana perkosaan dalam KUHP dan UU PKDRT kedua-duanya 
terdiri dari dua jenis, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan (delik aduan). 
Dalam KUHP, yang termasuk tindak pidana biasa adalah 
yang diatur di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 serta Pasal 288. 
Sedangkan Pasal 287 merupakan delik aduan sepanjang yang 
bersangkutan berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun. Dengan 
demikian terhadap Pasal 287 yang korbannya adalah perempuan 
berusia di bawah 12 tahun merupakan tindak pidana biasa. Jenis 
tindak pidana aduan dalam Pasal 287 menjadi gugur dan berubah 
menjadi tindak pidana biasa jika akibat persetubuhan tersebut 
menyebabkan anak yang berusia antara 12 sampai dengan 15 
tahun tersebut mengalami luka, atau meninggal dunia. Tindak 
pidana aduan tersebut juga dapat berubah menjadi tindak pidana 
biasa apabila pelakunya adalah orang yang seharusnya 
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memberikan perlindungan, mempunyai kewenangan atau 
berkewajiban memberikan bantuan secara profesional kepada 
korban. 
Di dalam UU PKDRT kedua jenis tindak pidana ini juga 
berlaku. Tindak pidana aduan (delik aduan) diatur dalam Pasal 53 
yaitu tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan 
hubungan seksual atau pemaksaan hubungan seksual yang tidak 
wajar/tidak disukai yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya 
atau sebaliknya merupakan delik aduan. 
Sementara tindakan kekerasan seksual yang dilakukan 
terhadap anggota di lingkup rumah tangga yang lain merupakan 
tindak pidana biasa. Dengan demikian juga pemaksaan hubungan 
seksual dengan orang lain yang bertujuan komersial atau tujuan 
lainnya merupakan tindak pidana biasa.      
 
7. Ketentuan Pidana 
  Dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 
KUHP, batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan 
maksimal semata tanpa adanya batasan minimal. Karena itu berat 
ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada 
pertimbangan hakim. Seringkali kasus tindak pidana perkosaan 
dihukum dengan ringan. 
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      Berkaitan dengan ketentuan pidana khususnya kekerasan 
seksual di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, diatur 
dalam pasal-pasal sebagai berikut : 
Pasal 46 : 
      Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan 
paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). 
 
Pasal 47 : 
      Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas 
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah). 
 
Pasal 48 :  
      Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami 
gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 
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(empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-
turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 
dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 
sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan 
paling banyak Rp 500.000.000,- (limar ratus juta rupiah). 
 
      Selain ketentuan pidana berupa penjara dan denda, UU 
PKDRT juga menetapkan hukuman tambahan yaitu : 
1).  Pembatasan gerak bagi pelaku untuk menjauhkan pelaku dari 
korban dalam jarak dan waktu tertentu. 
2).   Pembatasan hak-hak tertentu bagi pelaku. 
3). Penetapan pelaku untuk mengikuti konseling di bawah 
pengawasan lembaga tertentu. 
 
 
C. Tinjauan Umum tentang Anak 
1.  Pengertian Anak 
Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari 
berbagai 
macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 
 1)  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
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Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam 
Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam 
Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”Belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. 
2)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa ”dalam menuntut 
anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena 
melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 
hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang 
bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 
pemeliharanya, tanpa dipidana apapun ; atau memerintahkan 
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 
dipidana apapun ”. 
Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah 
tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan 
yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
3)  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
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umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 
ayat (1)). 
4)  Undang-undang Nomor 23 Tanun 2002 Tentang 
Perlindungan 
Anak 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
(Pasal 1 ayat (1)). 
 
5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2)). 
6)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan 
hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. 
7)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang    
Pemasyarakatan 
Menurut Undang-undang ini pengertian anak diatur dalam 
Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan mengenai anak didik 
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pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara 
dan anak sipil. 
a)  Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana LAPAS anak paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
b)  Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan 
ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun. 
c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik 
di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
2. Perlindungan terhadap Anak 
Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan 
untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang 
mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran 
agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh 
Soeaidy, 2001 : 4). 
 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan  Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang 
terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk 
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menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta prinsipprinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi: 
1) non diskriminasi ; 
2) kepentingan yang terbaik bagi anak ; 
3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan : 
dan 
4) penghargaan terhadap pendapat anak. 
Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang 
korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa ” Setiap 
anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. 
Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 
perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak 
pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan 




D. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
       Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan 
terdakwa, yang di buktikan di sidang pengadilan. Kesalahan 
terdakwa tentunya sebagaimana yang termasuk dalam dakwaan 
penuntut umum. 
       Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum 
yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat 
dijatuhkan. Hal itu sesuai rumusan pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang 
bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang 
menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang 
dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak 
pidana yang dilakukan. 
       Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, Menyebut alat bukti yang sah adalah 
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keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. 
       Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun 
Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan 
penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal- yang 
meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan 
antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui 
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain 
memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui 
perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan 
sebagainya. 
 Yang meringankan. 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
undang (Leden Marpaung, 2005: 13) adalah sebagai berikut : 
1. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity of infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut: 
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum 
hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga” 
2. Dalam hal percobaan dalam melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
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’’Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasalkan Pasal 57 
ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagimpembantu.” 
 
 
 Yang memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut: 
1. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP : 
a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan 
hanya satu pidana ; 
b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
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perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiganya. 
Pasal 66 KUHP yang berbunyi: 
a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiru sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
b. Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 









A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
berada di Kabupaten Gowa. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, 
dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa pernah 
menangani kasus perkosaan terhadap anak kandung.. 
B. Teknik Penelitian Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, Penulis 
menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini di maksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil penelitihan para ahli 
hal ini di lihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
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a. Observasi, yaitu secara langsung turun kelapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya 
jawab yang dilakukan  secara langsung kepada responden 
dalam hal ini adalah Hakim,  atau ahli hukum yang mengerti 
tentang objek penelitian ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian melaui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penalaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah 
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Teknik Analisa Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deksriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Peneliti 
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mendeskripsikan, mengenterpretasika, membandingkan, memaparkan 
kembali dengan mencocokkan dengan tori yang ada hubungannya 

























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Pemerkosaan 
terhadap    Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 
194/Pid.B/2012/PN.SUNGG) 
1. Posisi kasus 
Terdakwa SAINAL ABIDIN DG NGITUNG, pada hari Kamis 
tanggal 26 dan hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 22.00 
wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, 
bertempat di Kampuns Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan 
Pattallassang Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan 
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan 
kekerasan aiau ancaman kekerasan. memaksa anak SARI DAHLIA 
Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG,melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut: 
pada tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa 
SAINAL ABIDIN" DG NGITUNG pertama kali menyetubuhi saksi 
korban SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG vans masih 
berumur 12 tahun. ketika saksi korban SARI DAHLIA Binti SAINAL 
ABIDIN DG NGITUNG sementara tidur didepan TV diruang tamu 
bersama saksi SAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN dengan posisi 
tidur saksi korban miring kekiri dengan kaki lurus dan kaki kanan 
ditekuk vang pada saat itu menggunakan baju dan celana pendek 
serta kain sarung warna biru motif kotak-kotak sebagai 
selimut.kemudian saksi korban terbangun setelah terdakwa datang 
yang langsung memeluk saksi korban dari arah belakang selaniutnya 
terdakwa mengatakan kepada korban "kamu diam kalau tidak saya 
pukul" selaniutnya terdakwa mengangkat sarung korban keatas dan 
membuka celana luar serta celana dalam korban kemudian terdakwa 
membuka kain seprei warna orange motif bunga yang digunakan 
terdakwa selaniutnya terdakwa mengarahkan alat kelaminnva 
(penisnva) kealat kelamin korban (vagina) dan mendorong alat 
keiamin terdakwa (penisnya) kedalam alat keiamin korban (vagina) 
sampai penis terdakwa masuk didalam vagina korban lalu terdakwa 
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mengoyang-goyangkan penisnya sampai penis terdakwa 
mengeluarkan cairan warna putih (sperma) yang dibuang dipantat 
korban. setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnva sedangkan 
korban masuk kekamar mandi mencuci alat kelaminnva (vagina) dan 
melanjutkan tidurnya. 
 Selaniutnya perbuatan terdakwa kembali dilakukan pada hari 
Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita di rumah 
terdakwa ketika saksi korban saksi RAMADHAN, kemudian pada hari 
Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 19.30 wita,ketika terdakwa 
menyuruh saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN membeli 
pulsa sehingga tinggal saksi korban dan terdakwa dirumah,saat saksi 
korban sedang menonton TV diruang tamu terdakwa kembali 
memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa 
mengatakan kepada korban "kasika dulu karena tidak adaji mamamu" 
korban kemudian menangis dan terdakwa berkata "janganmako 
paeng kalau tidak mauko tidak usahmi menangis" sambil terdakwa 
mengelus-elus belakang korban untuk menenangkan korban,saat itu 
saksi korban langsung mendorong dan menendang terdakwa 
kemudian terdakwa masuk kedaiam kamarnya dan tidak lama 
kemudian saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RaMADHAN datang dan 
membeli pulsa solanjutnya saksi korban bersama saksi SYAMSUL 
ALAM dan saksi RAMADHAN tidur lalu korban terbangun dan 
menangis karena tidak tahan atas perbuatan terdakwa.saksi 
RAMADHAN kemudian terbangun setelah mendengar korban 
menangis dan bertanya kepada korban "kenapa kamu menangis?" 
korban sclanjutnya menelpon ibu saksi korban dan menyampaikan 
bahwa terdakwa telah menyetubuhinya kemudian ibu saksi meminta 
untuk bicara dengan saksi SYAMSU ALAM dan tidak lama kemudian 
saksi HERIYONO (paman korban) datang. kemudian bersama korban 
kekantor polisi mclaporkan keiadian tersebut. 
Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan takut 
bertemu dengan terdakwa serta saksi mengalami sakit pada alat 
kelamin saksi korban (vagina). Hal ini berdasarkan alat bukti surat 
berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Mappaouddang Makassar Nomor: VER/64/IV/2012/Rumkit Tanggal 29 












2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pertama: 
Bahwa terdakwa SAINAL ABIDIN DG NGITUNG, pada hari 
Kamis tanggal 26 dan hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 
22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 
2012, bertempat di Kampuns Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan 
Pattallassang Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan 
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rapa haras dipandang 
sebagai suatu perbuatan berlaniut dengan sengaia melakukan 
kekerasan aiau ancaman kekerasan. memaksa anak SARI DAHLIA 
Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG,melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut: 
 Bahwa pada tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita 
terdakwa SAINAL ABIDIN" DG NGITUNG pertama kali menyetubuhi 
saksi korban SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG vans 
masih berumur 12 tahirn. ketika saksi korban SARI DAHLIA Binti 
SAINAL ABIDIN DG NGITUNG sementara tidur didepan TV diruang 
tamu bersama saksi SAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN dengan 
posisi tidur saksi korban miring kekiri dengan kaki lurus dan kaki 
kanan ditekuk vang pada saat itu menggunakan baju dan celana 
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pendek serta kain sarung warna biru motif kotak-kotak sebagai 
selimut.kemudian saksi korban terbangun setelah terdakwa datang 
yang langsung memeluk saksi korban dari arah belakang selaniutnya 
terdakwa mengatakan kepada korban "kamu diam kalau tidak soya 
pukul" selaniutnya terdakwa mengangkat sarung korban keatas dan 
membuka celana luar serta celana dalam korban kemudian terdakwa 
membuka kain seprei warna orange motif bunga yang digunakan 
terdakwa selaniutnya terdakwa mengarahkan alat kelaminnva 
(penisnva) kealat kelamin korban (vagina) dan mendorong alat 
keiamin terdakwa (penisnya) kedalam alat keiamin korban (vagina) 
sampai penis terdakwa masuk didalam vagina korban lalu terdakwa 
mengoyang-goyangkan penisnya sampai penis terdakwa 
mengeluarkan cairan warna putih (sperma) yang dibuang dipantat 
korban. setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnva sedangkan 
korban masuk kekamar mandi mencuci alat kelaminnva (vagina) dan 
melanjutkan tidurnya. 
  Selaniutnya perbuatan terdakwa kembali dilakukan pada hari 
Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita di rumah 
terdakwa ketika saksi korban saksi RAMADHAN, kemudian pada hari 
Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 19.30 wita,ketika terdakwa 
menyuruh saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN membeli 
pulsa sehingga tinggal saksi korban dan terdakwa dirumah,saat saksi 
korban sedang menonton TV diruang tamu terdakwa kembali 
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memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa 
mengatakan kepada korban "kasika dulu karena tidak adaji mamamu" 
korban kemudian menangis dan terdakwa berkata "janganmako 
paeng kalau tidak mauko tidak usahmi menangis" sambil terdakwa 
mengelus-elus belakang korban untuk menenangkan korban,saat itu 
saksi korban langsung mendorong dan menendang terdakwa 
kemudian terdakwa masuk kedaiam kamarnya dan tidak lama 
kemudian saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RaMADHAN datang dan 
membeli pulsa solanjutnya saksi korban bersama saksi SYAMSUL 
ALAM dan saksi RAMADHAN tidurJalu korban terbangun dan 
menangis karena tidak tahan atas perbuatan terdakwa.saksi 
RAMADHAN kemudian terbangun setelah mendengar korban 
menangis dan bertanya kepada korban "kenapa kamu menangis?" 
korban sclanjutnya menelpon ibu saksi korban dan menyampaikan 
bahwa terdakwa telah menyetubuhinya kemudian ibu saksi meminta 
untuk bicara dengan saksi SYAMSU ALAM dan tidak lama kemudian 
saksi HERIYONO (paman korban) datang. kemudian bersama korban 
kekantor polisi mclaporkan keiadian tersebut. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu 
dan takut bertemu dengan terdakwa serta saksi mengalami sakit pada 
alat kelamin saksi korban (vagina). Hal ini berdasarkan alat bukti surat 
berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Mappaouddang Makassar Nomor: VER/64/IV/2012/Rumkit Tanggal 29 
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April 2012 yang ditanda tangani Oleh Armyn Oesman Sp.OG. yang 
hasil pemeriksaannya terhadap SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN 




HASIL PEMERIKSAAN : 
KESIMPULAN: 
Dari hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara pada 
arah jam empat,jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas,kesan 
robekan lama.tampak bercak darah haid pada kemaluan. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
     Kedua: 
Bahwa ia terdakwa SAINAL ABIDIN DG NGITUNG. pada hari 
Kamis tanggal 26 dan hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar 
pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam 
bulan April 2012. bertempat di kampung Bilaya Desa Pallantikang 
Keeamatan Pattallassang Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat dalam dacrah hukum Pcnsadilan Negeri 
Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan 
sedemikian rupa hams dipandang sebagai suatu perbuatan 
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berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. memaksa.melakukan tipu muslihat.serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak SARI DAHLIA Binti SAINAL 
ABIDIN DG NGTTUNG.untuk melakukan atau membiarkati 
dilakukan oerbuatan c-abul. vans dilakukan oleh terdakwa densan 
cara sebaeai berikut: 
Bahwa terdakwa SAINAL ABIDIN DG NGITUNG pertama kali 
menyetubuhi saksi korban SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG 
NGITUNG yang masih berumur 12 tahun, ketika saksi korban SARI 
DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG sementara tidur 
didepan TV diruang tamu bersama saksi SAMSUL ALAM dan saksi 
RAMADHAN dengan posisi tidur saksi korban miring kekiri dengan 
kaki lurus dan kaki kanan ditekuk yang pada saat itu menggunakan 
baju dan celana pendek serta kain sarung warna biru motif kotak-
kotak sebagai selimut,kemudian saksi korban terbangun setelah 
terdakwa datang yang langsung memeluk saksi korban dari arah 
belakang seianjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "kamu 
diam kalau tidak soya pukul" seianjutnya terdakwa mengangkat 
sarung korban keatas dan membuka celana luar serta celana 
dalam korban kemudian terdakwa membuka kain seprei warna 
orange motif bunga yang digunakan terdakwa seianjutnya terdakwa 
mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) kealat keiamin korban 
(vagina) dan mendorong alat keiamin terdakwa (penisnya) kedalam 
70 
 
alat keiamin korban (vagina) sampai penis terdakwa masuk didalam 
vagina korban laiu terdakwa mengovang-goyangkan penisnya 
sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperrna) 
yang dibuang dipantat korban. setelah itu terdakwa masuk kedalam 
kamamya scdangkan korban masuk kekamar mandi mencuci alat 
kelaminnya (vagina) dan melanjutkan tidurnva. 
Selaniutnya perbuatan terdakwa kembali dilakukan pada hari 
Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita di rumah 
terdakwa ketika saksi korban sedang tidur didepan TV diruang 
tamu bersama saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN, 
kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 19.30 
wita,ketika terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL ALAM dan saksi 
RAMADHAN membeli pulsa sehingga tinggal saksi korban dan 
terdakwa di rumah.saat saksi korban sedang menonton TV diruang 
tamu terdakwa Kembali memeluk saksi korban dan arah belakang 
kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "kasika diuu 
karena tidak adaji mamamu" korban kemudian menangis dan 
terdakwa bcrkata ''jansanmako paeng kalau tidak mauko tidak 
usahmi menangis" sambil terdakwa mcngelus-elus belakang korban 
untuk mencnangkan korban.saat itu saksi korban langsung 
mendorong dan menendang terdakwa kemudian terdakwa masuk 
kedalam kamarnya dan tidak lama kemudian saksi SYAMSUL 
ALAM dan saksi RAMADHAN datang dari membeli pulsa 
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seianjutnya saksi korban bersama saksi SYAMSUL ALAM dan 
saksi RAMADHAN tidur.iaiu korban terbangun dan menangis 
karena tidak tahan atas perbuatan terdakwa„saksi RAMADHAN 
kemudian terbangun setelah mendengar korban menangis dan 
bertanya kepada korban "kenapa kamu menangis?" korban 
seianjutnya mcnclpon ibu saksi korban dan menyampaikan bahwa 
terdakwa telah menyetubuhinya kemudian ibu saksi meminta untuk 
bicara dengan saksi SYAMSU ALAM dan tidak lama kemudian 
saksi HERIYONO (Daman korban) dutuilS* kemudian bersama 
korban kekantor no 11 si melaporkan keiadian tersebut. 
 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu 
dan takut bertemu dengan terdakwa serta saksi mengalami sakit 
pada alat keiamin saksi korban (vagina). Hal ini berdasarkan alat 
bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhavanekara Mappaouddane Makassar Nomor: 
VER/64/TV/2012/Rumkit tanggal 29April 2012 yang ditanda tangani 
oleh dr. Armvn Oesman. Sp.OG. vang hasil pemeriksaannva 
terhadan SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG. 











Dari hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara pada arah 
jam empat, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas, kesan 
robekan lama.tampak bercak darah haid pada kemaluan.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
 
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 
melalui Penasihat hukumnya mengajukan nota keberatan terhadap 
materi dakwaan tersebut yang dibacakan di depan persidangan 
tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya ditanggapi oleh Penuntut Umum 
dalam Pendapatnya yang dibacakan didepan persidangan pada 
tanggal 25 Juli 2012, kemudian atas keberatan Penasihat Hukum 
dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan 
Putusan Sela yang pada pokoknya : Menolak eksepsi atau 
keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memerintahkan 
Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat 
dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang 
sebelumnya saksi-saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu 
menurut agamanya yakni agama islam, kecuali saksi SARI 
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DAHLIA, SYAMSUL ALAM, RAMADHAN, ketiga anak tersebut 
masih dibawah umur, dan ketiganya anak kandung dari terdakwa 
SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut 
3.  Alat bukti Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak kandung 
       Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan adalah : 
1. Keterangan Saksi 
 
1.1 HERIYONO BIN MUH SALIM: 
• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah om dari 
istri Terdakwa. 
• Bahwa saya pernah naik ke kamar terdakwa Ustadz Jais, bersama 
terdakwa Ustadz Jais, kemudian pipi saya dicium, lalu terdakwa 
membuka celana saya setelah itu memasukkan barangnya ke 
pantat Ali. 
• Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian pemerkosaan tersebut, 
Saksi tahu karena diberitahukan oleh korban dan ibu korban. 
• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar jam 23.00 wita 
saksi ditelpon oleh ibu korban, bahwa "kita kerumah ambil Sari 
Dahlia, karena kalau kita tidak ambil hancur itu Sari Dahlia, dikeijai 
oleh bapaknya". 
• Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. 
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• Bahwa ketika Saksi sampai di rumah korban, yang juga rumah 
Terdakwa Saksi mendapati korban sementara menangis, badannya 
gemetar dan dingin karena takut, kemudian korban menceritakan 
kepada Saksi kejadian yang dialami. 
• Bahwa, korban menceritakan kepada Saksi kalau kemaluan 
terdakwa masuk ke kemaluan korban, kejadian pertama terjadi di 
ruang tamu, dan yang ke dua, di kamar dan keduanya dilakukan 
pada malam hari. 
• Bahwa, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, 
terdakwa mengancam akan memukul korban, dan mengatakan 
"tidak ada ji mamamu". 
• Bahwa pada kejadian yang ketiga kalinya, adik korban mengetahui 
kalau bapaknya (terdakwa) mau memperkosa korban. 
• Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang 
benar. 
  
1.2 SARI DAHLIA Bt.SAINAL DG.NGITUNG 
 
• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa adalah 
ayah kandung korban. 
• kejadian pertama pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012, sekitar 
jam 22.00 wita di rumah Saksi, di kampung Bilayya, desa 
Pallantikang, Kec.Pattallassang, Kab.Gowa, tepatnya di ruang 
tamu, dan kejadian keduapada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 
dengan tempat yang sama. 
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• Bahwa kejadian yang pertama, terjadi pada malam hari, Saksi 
sedang tertidur, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi, 
kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana jean's saksi, 
selanjutnya Saksi mengatakan "jangan bilang-bilang, kasika dulu 
tidak adaji mamamu". 
• Bahwa Saksi tidur miring, kemudian alat kelamin terdakwa masuk 
ke lubang vagina saksi, selanjutnya digoyang-goyangkan dan saksi 
merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa, lalu 
membuangnya di pantat korban. 
• Bahwa pada saat kejadian kedua, Terdakwa melakukan hal yang 
dan ditempat yang sama. 
• Bahwa saksi benar, waktu itu sebelum terdakwa melakukan 
perbuatannya saksi diancan oleh terdakwa akan dipukul karena 
saksi menangis terdakwa mengatakan " diam kalau tidak saya 
pukul. 
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada alat 
kelaminnya (vagina), dan malu serta takut bertemu dengan orang 
lain sehingga menyebabkan saksi putus sekolah.Bahwa pada saat 
kejadian tersebut Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun, 




• Bahwa saksi menceritakan kepada ibu saksi pada malam Minggu, 
melalui telepon, bahwa "Ma dikasi begituka sama bapak, bapak 
menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat saya”. 
• Bahwa ketika saksi menelpon, kakak da adiknya sedang tertidur. 
• Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar. 
1.3. SYAMSUL ALAM BIN SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG 
 
• Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah 
ayah kandung saksi sendiri. 
• Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan ini, 
sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi adik saksi yaitu 
Sari Dahlia. 
• Bahwa kejadiannya bertempat di rumah saksi, tepatnya di 
Kp.Bilayya, Desa Pallantikang, Kec.Pattallassang, Kab.Gowa. 
• Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dialami oleh saksi korban, 
yang Saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 
sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menyuruh saksi dan adiknya 
yakni saksi Ramadhan, membeli pulsa, dan ketika saksi pulang 
membeli pulsa, saksi mendapati korban (sari dahlia) menangis, 
kemudian saksi bertanya "kenapa kamu menangis" tetapi korban 
tidak menjawab. 
• Bahwa saksi beru mengetahui ketika saksi dibangunkan oleh 
korban, bahwa " kak, bangunki mama mau bicara" dan saksi 
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mendengar dari mama saksi " kenapa bisa dikasi begitu adikmu, 
(diperkosa) oleh bapakmu, kamu tidak jaga kah". 
• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu 
dan takut untuk bertemu dengan orang. 
• Bahwa pada saaat kejadian tersebut, saksi korban masih berumur 
12 (dua belas) tahun. 
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar. 
 
 
1.4. RAMADHAN BIN SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG 
 
• Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah 
ayah kandung saksi sendiri. 
• Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dipersiangan ini, 
sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi kakak saksi yaitu 
Sari Dahlia. 
• Bahwa kejadiannya bertempat di rumah saksi, tepatnya di 
Kp.Bilayya, Desa Pallantikang, Kec.Pattallassang, Kab.Gowa. 
• Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dialami oleh saksi korban, 
yang Saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 
sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menyuruh saksi dan kakak saksi 
yakni saksi Syamsul alam, membeli pulsa, dan ketika saksi pulang 
membeli pulsa, saksi mendapati korban (sari dahlia) menangis, 
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kemudian saksi bertanya "kenapa kamu menangis" tetapi korban 
tidak menjawab. 
• Bahwa pada saat kejadian ibu saksi tidak berada di dirumah, ibu 
saksi berada di Kalimantan. 
• Bahwa selama ibu saksi tidak ada, saksi dan kedua kakanya 
termasuk korban tidur di ruang tamu, sementara terdakwa tidur di 
dalam kamar. 
• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu 
dan takut untuk bertemu dengan orang. 
• Bahwa pada saaat kejadian tersebut, saksi korban masih berumur 
12 (dua belas) tahun. 




• Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah 
suami saksi sendiri. 
• Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan ini, 
sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi anak kandung 
saksi yaitu Sari Dahlia. 
• Bahwa kejadiannya bertempat di rumah saksi, tepatnya di 
Kp.Bilayya, Desa Pallantikang, Kec.Pattallassang, Kab.Gowa. 
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• Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 28 April 2012, korban 
menelpon Saksi bahwa "saya diperkosa oleh bapak sebanyak dua 
kali". 
• Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di rumah, tetapi di 
Kalimantan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, untuk 
membantu suami saksi mencari nafkah. 
• Bahwa setelah mengetahu kejadian tersebut, Saksi kemudian 
menelpon saksi Heriyono untuk melaporkan kejadian tersebut ke 
kantor Polisi. 
• Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berumur 12 (dua belas) 
tahun.  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar. 
Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi A 




• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena Saksi bertetangga 
dengan terdakwa. 
• Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak-anaknya sangat 
baik. 
• Bahwa, saksi tidak tahu masalahnya sehingga terdakwa ditangkap. 
80 
 
• Bahwa masyrakat tidak percaya, kalau Terdakwa memperkosa 
anaknya sendiri, karena selama ini hubungan terdakwa dengan 
istrinya juga baik. 
• Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pengemudi bentor, yang 




• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah 
tetangga saksi sejak kecil. 
• Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki tiga orang anak, dua laki-laki 
dan satu perempuan. 
• Bahwa saksi sering melihat anak perempuan terdakwa 
mengkhayal. 
• Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa 
ditangkap. 




• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah 
temansesame pengemudi bentor (becak motor). 
• Bahwa Terdakwa bawa bentor dari jam 11.00 wita sampai dengan 
jam 12.00 malam. 
• Bahwa Tetdakwa tidak pernah meminum minuman keras. 
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• Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa 
ditangkap dan ditahan. 
Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli 
yakni dr. Amin Usman, Sp.Og. yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
• Bahwa Saski pernah melakukan pemeriksaan pada korban Sari 
Dahlia, korban diperiksa langsung oleh asisten saksi, dibawah 
penguasaan Saksi sendiri. 
• Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan luka sobekan pada 
arah jam 4, 6, 9, 11, dan luka sobekan tersebut sudah sembuh, 
namun pada saat iu ada baercak darah, akan tetapi darah haid. 
• Bahwa sobekan pada selaput darah, diakibatkan karena adanya 
penetrasi benda tumpul sedalam 1 (satu) cm. 
• Bahwa dari hasil pemeriksan Saksi, luka robekan yang dialami oleh 
korban adalah robekan lama, karena jika robekan tersebut adalah 
sobekan baru maka ada tanda kemerahan disisi luka, dan apabila 
disentuh akan terasa sakit, suhu korban badan akan naik. 
• Bahwa untuk penyembuhan luka pada vagina, membutuhkan waktu 





Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa Sainal Abidin Dg.Ngitung, yang pada pokoknya sebagai 
berikut; 
• Bahwa Terdakwa mengerti, mengapa terdakwa di hadapkan di 
persidangan ini, karena terdakwa dituduh oleh keluarga istri bahwa 
terdakwa telah memperkosa anak terdakwa sendiri. 
• Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (mpat) orang anak, termasuk Sari 
• Dahlia, ia masih duduk di bangku SD. 
• Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, istri terdakwa semetara 
tidak berada di rumah. 
• Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah, karena terdakwa tidak 
melakukan pemerkosaan terhadap anak terdakwa sendiri, seperti 
yang dituduhkan oleh istri terdakwa. 
• Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada masalah dengan Masno 
(om dari istri terdakwa). 
 
2.4.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
1. Menyatakan bahwa SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam 
dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 81 ayat (1) 
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
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2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara 
selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 
bulan. 
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 
2.5. Amar Putusan 
1. Menyatakan Terdakwa SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 
Pidana "Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang 
dilakukan secara berlanjut". 
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara 
selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain sarung 
warna biru motif garis kotak-kotak, dikembalika kepada Sari 
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Dahlia. dan 1 (satu) lembar kain seprai warna orange motif 
bunga, dikembalikan kepada Sainal Abidin. 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
2.4. Komentar Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 
tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak kandung.. Dimana 
yang menjadi terdakwa adalah SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG 
yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap 
anaknya yang bernama SARI DAHLIA. 
Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan 
wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Ibu DJULITA TANDI MASSORA,S.H (wawancara tanggal 26 
Oktober 2016) yang mengatakan bahwa : 
Bahwa ada paksaan secara psikis karena orang tua 
terhadap anak kandungnya, bisa saja tipikal orang tua ini 
pemaksa terhadap anaknya. Yang dipertimbangkan majelis ini 
pada dakwaan pertama ada ancaman kekerasan yang terbukti 
sesuai dengan Pasal 81 Undang- Undang No. 23 Tahun 2003. 
Biasanya yang melaporkan adalah istrinya sendiri namun seiring 
berjalannya proses timbul rasa prihatin karena seorang bapak 
merupakan tulang punggung keluarga dimana keluarganya 
sendiri akan merasa kalau terdakwa di hukum lama maka 
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mereka akan seperti apa nantinya. Pertimbangan sosiologis 
yang menjadi salah satu dasar mengapa hakim menjatuhkan 
hukuman 10 tahun terhadap terdakwa. Hakim tidak semata- 
mata menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melainkan melihat 
juga dari beberapa aspek. 
Adapun efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak 
pidana persetubuhan dalam putusan perkara Nomor: 194 / 
Pid.B/2012/PN.SUNGG adalah menurut Ibu Djulita Tandi 
Massora,S.H (wawancara tanggal 26 Oktober 2016) yang 
mengatakan bahwa : 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan agar 
terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 










Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan hakim telah adil dalam menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa karena dilihat dari sisi kemanusiaan bahwa 
terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih 
memiliki anak- anak yang memerlukan sosok seorang bapak. 
Hukuman yang diberikan hakim juga untuk membuat terdakwa 
dapat memperbaiki diri dan tidak mengulanginya lagi juga 
menimbulkan efek jera kepada terdakwa. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 81 
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1), KUHP, Subsidair 
melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1), KUHP. 
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan Primair yakni melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 
pasal 64 ayat (1), KUHP,dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
 
1. Setiap orang 
Yang dimaksud “setiap orang” dalam UU No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak yaitu orang yang diajukan 
dipersidangan karena adanya surat dakwaan penuntut umum 
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atas diri terdakwa Sainal Abidin Dg.ngitung sebagai subjek 
hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah 
didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya. 
Dalam perkara ini terdakwa Sainal Abidin Dg.ngitung 
dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam 
surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung 
menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna 
dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya selaku subyek hukum. 
 
2. Dengan segaja melakukan kekerasaan atau ancaman 
kekerasaan, memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain.  
 
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan segaja berarti 
mempunyai maksud dan niat atau tujuan dari suatu perbuatan 
yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh yang berbuat. 
Kesengajaan dari pelaku dapat dilihat dari tindakan 
terdakwa yang memaksa anak kandungnya Sari dahlia untuk 
melakukan persetubuhan dimana saat korban sementara tidur di 
ruang tamu bertiga dengan saudaranya, kemdian Terdakwa 
datang dari arah belakang, selanjutnya membuka sarung dan 
celana korban, lalu terdakwa mengatakan “kamu diam,kalau 
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tidak saya pukul” selanjutnya terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya kedalam alat kelamin korban. 
Dengan demikian unsur ini terbukti. 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan 
terdakwa yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim 
sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor: 
194 / Pid.B/2012/PN.SUNGG lebih didasarkan pada akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan 
sikap terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan dan juga hakim 
hanya melihat secara yuridis sedangkan dalam analisis 
pertimbangan hakim bukan hanya pertimbangan secara yuridis 
tapi juga pertimbangan secara sosiologis. 
 
B.   Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak 
Pidana Pemerkosaan Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 
194/Pid.B/2012/PN.SUNGG) 
1. Pertimbangan Hakim 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai.  
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Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
• Bahwa pada tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa 
SAINAL ABIDIN" DG NGITUNG pertama kali menyetubuhi saksi 
korban SARI DAHLIA Binti SAINAL ABIDIN DG NGITUNG vans masih 
berumur 12 tahirn. ketika saksi korban SARI DAHLIA Binti SAINAL 
ABIDIN DG NGITUNG sementara tidur didepan TV diruang tamu 
bersama saksi SAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN dengan posisi 
tidur saksi korban miring kekiri dengan kaki lurus dan kaki kanan 
ditekuk vang pada saat itu menggunakan baju dan celana pendek 
serta kain sarung warna biru motif kotak-kotak sebagai 
selimut.kemudian saksi korban terbangun setelah terdakwa datang 
yang langsung memeluk saksi korban dari arah belakang selaniutnya 
terdakwa mengatakan kepada korban "kamu diam kalau tidak soya 
pukul" selaniutnya terdakwa mengangkat sarung korban keatas dan 
membuka celana luar serta celana dalam korban kemudian terdakwa 
membuka kain seprei warna orange motif bunga yang digunakan 
terdakwa selaniutnya terdakwa mengarahkan alat kelaminnva 
(penisnva) kealat kelamin korban (vagina) dan mendorong alat 
keiamin terdakwa (penisnya) kedalam alat keiamin korban (vagina) 
sampai penis terdakwa masuk didalam vagina korban lalu terdakwa 
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mengoyang-goyangkan penisnya sampai penis terdakwa 
mengeluarkan cairan warna putih (sperma) yang dibuang dipantat 
korban. setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnva sedangkan 
korban masuk kekamar mandi mencuci alat kelaminnva (vagina) dan 
melanjutkan tidurnya. 
• Selaniutnya perbuatan terdakwa kembali dilakukan pada hari Jumat 
tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa 
ketika saksi korban saksi RAMADHAN, kemudian pada hari Sabtu 
tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 19.30 wita,ketika terdakwa 
menyuruh saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RAMADHAN membeli 
pulsa sehingga tinggal saksi korban dan terdakwa dirumah,saat saksi 
korban sedang menonton TV diruang tamu terdakwa kembali 
memeluk saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa 
mengatakan kepada korban "kasika dulu karena tidak adaji mamamu" 
korban kemudian menangis dan terdakwa berkata "janganmako 
paeng kalau tidak mauko tidak usahmi menangis" sambil terdakwa 
mengelus-elus belakang korban untuk menenangkan korban,saat itu 
saksi korban langsung mendorong dan menendang terdakwa 
kemudian terdakwa masuk kedaiam kamarnya dan tidak lama 
kemudian saksi SYAMSUL ALAM dan saksi RaMADHAN datang dan 
membeli pulsa solanjutnya saksi korban bersama saksi SYAMSUL 
ALAM dan saksi RAMADHAN tidurJalu korban terbangun dan 
menangis karena tidak tahan atas perbuatan terdakwa. Saksi 
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RAMADHAN kemudian terbangun setelah mendengar korban 
menangis dan bertanya kepada korban "kenapa kamu menangis?" 
korban sclanjutnya menelpon ibu saksi korban dan menyampaikan 
bahwa terdakwa telah menyetubuhinya kemudian ibu saksi meminta 
untuk bicara dengan saksi SYAMSU ALAM dan tidak lama kemudian 
saksi HERIYONO (paman korban) datang. kemudian bersama korban 
kekantor polisi mclaporkan keiadian tersebut. 
• Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis 
hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan 
terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-
unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya 
haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.  
• Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
dipergunakan oleh hakim dalam memutus kasus dalam putusan 
nomor 1459/PID.B/2013/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta 
yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada 
Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa antara lain :  
Yuridis yang diuraikan diata, menjadi pertanyaan hukum bagi 
Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan 
perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di 
dalamm dakwannya Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan 
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Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, 
yaitu :  
 
PERTAMA : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23  
                    Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;  
Atau  
KEDUA : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23  
Tahun     2002, tentang Perlindungan anak  
 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum 
bersifat alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan 
Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh 
dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) 
Undang- Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak, 
berbunyi sebagai berikut :  
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah)  
Menimbang bahwa dari uraian pasal tersebut di atas, 
disimpulkan unsur- unsurnya sebagai berikut : 
 
1. Setiap orang 
 
yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang 
perseorangan atau korporasi, Orang perseorangan menunjuk 
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kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, 
dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang 
(error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, 
jelas dan lengkap dalam dakwaan; 
 
setelah majelis hakim meneliti dengan seksama perihal 
identitas terdakwa di persidangan, dengan cara mendengarkan 
keterangan para saksi yang materinya secara substansial 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka majelis hakim 
berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk 
diadili dipersidangan, adalah benarbenar orang yang bernama 
Sainal Abidin Dg.Ngitung sebagaimana identitas terdakwa yang 
tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, 
sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap 
orang. 
 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatas telah 
terpenuhi; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
 
"Dengan sengaja", mengandung pengertian 
"menghendaki" dan "mengetahui" setiap seseorang yang 
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melakukan suatu perbuatan haruslah memenuhi rumusan 
unsur menghendaki dan mengetahui, artinya haruslah 
menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari 
apa yang ia buat. 
Menimbang, yang dimaksud dengan anak dalam UU.No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak, pasal 1 
menyatakan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi korban Sari 
Dahlia, yang menerangkan bahwa pada malam kejadian yakni 
hari Kamis tanggal 26-April-2012 sekitar pukul 22.00 wita, 
korban sementara tertidur di ruang tamu bertiga dengan 
saudaranya, kemudian datang terdakwa dari arah belakang, 
selanjutnya membuka sarung dan celana korban, lalu terdakwa 
mengatakan"kamu diam, kalau tidak saya pukul selanjutnya 
alat korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan 
penisnya sampai penis terdakwa mengelurkan cairan, hal itu 
dirasakan pula oleh korban yang merasa ada cairan yang 
keluar dari alat keiamin terdakwa, keesokan harinya pada hari 
Jum'at tanggal 27 April -2012 terdakwa melakukan lagi hal yang 
sama terhadap korban, di tempat yang sama pula, kemudian 
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pada hari Sabtu tanggal 28-April-2012 sekitar pukul 19.30 wita, 
pada saat itu terdakwa menyuruh saudara korban yakni 
Syamsul Alam dan Ramadhan, untuk membeli pulsa, ketika 
saksi Ramadhan dan Syamsul Alam sudah pergi, terdakwa 
kembali memeluk saksi korban dari arah belakang, namun 
korban menangis sehingga terdakwa mengatakan "janganmeko 
paleng, kalau tidak mauko, tidak usahmi menangis", sambil 
mengelus-elus belakang korban untuk menenangkan korban, 
setelah itu terdakwa masuk kekamarnya, kemudian datang 
Syamsul dan Ramadhan dari membeli pulsa dan langsung 
tidur, pada malam itu korban terbangun dari tidurnya dan 
menangis karena tidak tahan dengan perlakuan terdakwa yang 
tidak lain ayah kandungnya sendiri, hal ini sesuai dengan 
keterangan saksi Ramadhan dan Saksi Syamsul Alam yang 
melihat korban menangis, namun ketika korban ditanya oleh 
Syamsul Alam dan Ramadhan "kenapa kamu menangis" 
korban tidak menjawab, seianjutnya korban menelpon ibu saksi 
korban yakni Fitriani untuk menyampaikan bahwa terdakwa 
telah menyetubuhi korban, hal ini bersesuaian dengan 
keterangan saksi Fitriyani (ibu korban) yang keterangannya 
diambil dibawah sumpah,ia mengatakan bahwa pada hari 
Sabtu tanggal 28-April-2012 korban menelpon saksi dan 
menyampaikan bahwa korban diperkosa oleh terdakwa yang 
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tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Seianjutnya saksi 
Fitriyani menelpon Saksi Heriyono,untuk menjemput korban 
dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib, karena korban 
Sari Dahlia telah disetubuhi oleh terdakwa, hal ini bersesuaian 
dengan keterangan saksi Heriyono (om dari Fitriyani) yang 
keterangannya diambil dibawah sumpah, ia menerangkan 
bahwa pada malam itu juga yakni hari Sabtu tanggal 28-April-
2012 setelah menerima telepon dari Fitriyani, Heriyono datang 
ke rumah korbanbersama pihak kepolisian untuk menjemput 
terdakwa, dan melihat korban pada saat itu sedang menangis 
dengan badan gemetar dan dingin. 
Menimbang, di persidangan telah terungkap fakta bahwa 
korban Sari Dahlia masih berumur 12 (dua belas ) tahun, hal ini 
didasari dari kutipan akta kelahiran yang menyatakan korban 
lahir pada tanggal 24 - Januari-2000, dengan demikian Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Korban Sari Dahlia, dapat 
diketegorikan sebagai anak berdasarkan Undang-undang 
No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. 
Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa yang 
mengatakan"kam diam, kalau tidak saya pukul" sebelum 
melakukan persetubuhan denga korban, sudah dapat 
dikualifikasikan sebagai kata-kata ancama kekerasan. 
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Menimbang, dalam persidangan Penasihat Hukum 
Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa tuduhan pemerkosaan/pencabulan atas diri 
terdakwa tidak benar, sehingga terdakwa dinyatakan 
Dibebaskan dari tuduhan, dengan alasan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
1. Tidak ada saksi yang melihat, sehingga semua saksi yang 
diajukan di persidangan adalah saksi de auditu sehingga 
keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertibangkan. 
2. Hasil Visum et Repertum menunjukkan telah teijadi robekan 
(luka) pada vagina korban, namun luka tersebut sudah 
merupakan Luka lama. 
Menimbang, atas alasan pertama Majelis Hakim 
perpendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa dalam pasal 184 alat bukti yang sah yakni, 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Bahwa keterangn saksi adalah apa 
yang dillihat, didengar dan dialaminya sendiri, Saksi Fitriyani 
(dibawah sumpah) yang menerangkan bahwa saksi ditelpon 
langsung oleh si korban untuk memberitahukan bahwa 
korban disetubuhi oleh terdakwa, sehingga saksi Fitriyani 
tidak dapat dikatakan sebagai saksi de auditu, karena 
mendengar sendiri secara langsung dari mulut korban 
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melalui telepon. Bahwa kemudian saksi Heriyono (dibawah 
sumpah), memberikan keterangan bahwa Fitriyani yang 
menelpon saksi Heriyono dan memberitahukan kalau saksi 
korban diperkosa oleh terdakwa, kemudian Heriyono datang 
ketempat kejadian bersama pihak kepolisian dan melihat 
langsung korban yang menangis dengan badan gemetar dan 
dingin, dengan demikian Heriyono juga tidak dapat di 
kategorikan saksi de auditu karena melihat langsung si 
korban yang Bahwa Hal ini diperkuat pula dengan 
keterangan saksi Syamsul Alam dan Ramadhan (tidak 
dibawah sumpah karena masih dibawah umur) yang melihat 
saksi korban menangis. 
Bahwa dalam Pasal 185 ayat (7) menyatakan 
"keterangan dari saksi yang tidak disumpah, tidak 
merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai 
dengan keterangan dari saksi yang disumpah maka dapat 
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, 
sehingga keterangan saksi Ramadhan dan Saksi Syamsul 
Alam dapat dapat dijadikan tambahan alat bukti. 
Menimbang atas alasan kedua, Majelis Hakim 
berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa hasil Visum et Repertum yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr Amin Usman, yang menyatakan 
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bahwa korban mengalami robekan atau luka, namun itu 
adalah luka lama. Bahwa di persidangan dr Amin Usman 
juga menyatakan bahwa kesembuhan luka juga dapat 
dipengaruhi dari kondisi fisik masingmasing seseorang, 
sehingga ada orang yang cepat penyembuhannya dan ada 
pula yang lama. 
Bahwa Hal inilah yang mendasari pemikiran Majelis 
Hakim bahwa meskipun luka tersebut dikatakan sudah luka 
lama, namun hasil Visum et Repertum tersebut secara jelas 
sudah menerangkan bahwa telah terjadi persetubuhan yang 
mengakibatkan timbulnya luka di Vagina korban, terlepas 
apakah luka tersebut adalah luka baru atau luka lama. 
Bahwa Pasal 188 ayat (1) menyatakan petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, 
baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya. Sehingga Majelis Hakim 
berpendapat bahwa hasil Visum Et Repertum yang 
bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi khususnya 




Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 
diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Majelis 
tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. 
Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah 
menemukan dua alat bukti yang sah antara lain keterangan 
saksi dan petunjuk, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa 
unsure kedua ini telah terpenuhi. 
 
3.  Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa 
terungkap fakta bahwa benar Terdakwa melakukan 
persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) 
kali.Pertama pada hari Kamis tanggal 26-April-2012, kedua 
hari Jum'at, tanggal 27-April-2012, tempatnya di kampung 
Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kab. 
Gowa, tepatnya di Ruang tamu, rumah terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut 
diatas maka hakim menganggap unsur ketiga ini terpenuhi; 
Menimbang, karena semua unsur-unsur dalam dakwaan 
primairtelah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam 
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dakwaan primair penuntut umum, sehingga unsure dalam 
dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, 
seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah 
ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan 
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan 
pidanam dan perbuatan yang dilakukan itu dapat 
dipertangungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan 
(Vide:Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia 
Indoneisa, 1976, hlm.134). Artinya, belumlah cukup 
menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah 
terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya 
telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) 
karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan 
bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari 
kesalahannya. 
Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, 
Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat 
Hakim ragu akan kemampuan bertangung jawab dari 
terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembenar 
maupun pemaaf dari diri terdakwa sehingga Hakim tidak 




Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum 
telah terbukti dan terhadap diri terdakwa menurut 
pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk 
bertanggung jawab atas perbuataannya karena tidak terdapat 
KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak 
Pidana"Sengaja melakukan ancaman kekerasan, 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang 
dilakukan secara belanjut" 
Menimbang, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, 
oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukannya. 
Menimbang, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata 
untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah 
dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif 
yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat 
memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan 
datang. 
Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan 
pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi 
masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapakan tidak 




Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap 
perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Hakim 
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap 
terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan 
dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup 
memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang 
dilakukannya. 
Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan 
dipersidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka 
Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
masa penahanan. 
Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah 
dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untuk 
menghindari berbagai macam kemungkinan, maka Majelis 
Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh 
penuntut Umum di depan persidangan, berupa, 1 (satu) 
lembar kain sarung warna biru motif garis kotak-kotak disita 
secara sah dari Sari Dahlia dan 1 (satu) lembar kain seprai 
warna orange motif bunga disita dari Sainal Abidin, maka 
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sangat beralasan hokum apabila barang bukti tersebut 
masing-masing dikembalikan kepada dari mana barang 
tersebut disita. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah 
dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap 
terdakwa harus dibebani untuk  
Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak 
kandung terdakwa sendiri, yang seharusnya terdakwa lindungi 
dan dijaga. Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan 
keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan. 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Terdakwa sudah lanjut usia. 
Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan 
undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 81 Ayat 
(1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPdan ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini: 
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3. Amar Putusan 
MENGADILI 
1.  Menyatakan Terdakwa SAINAL ABIDIN DG.NGITUNG telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
Tindak Pidana "Dengan Sengaja melakukan ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya yang dilakukan secara berlanjut". 
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana 
Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan: 
4.   Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5.  Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain sarung 
warna biru motif garis kotak-kotak, dikembalika kepada Sari 
Dahlia. dan 1 (satu) lembar kain seprai warna orange motif 
bunga, dikembalikan kepada Sainal Abidin. 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara 





2. Komentar Penulis 
 
Bahwa berbagai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-
undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa 
keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan 
sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya 
kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan 
mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang 
sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila 
sebagai sumber dari segala hukum. Dimana perbuatan 
terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya. telah melanggar Pasal 81 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah 
terpehuhi. 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan 
terdakwa yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim 
sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 
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194/Pid.B/2012/PN.SUNGG lebih didasarkan pada akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
dan sikap terdakwa pada saat diperiksa di pengadilan dan 
juga hakim hanya melihat secara yuridis sedangkan dalam 
analisis pertimbangan hakim bukan hanya pertimbangan 
secara yuridis tapi juga pertimbangan secara sosiologis. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yaitu Djulita Tandi Massora, SH.. (wawancara 
tanggal 26 Oktober 2016) yang mengatakan bahwa :  
 Salah satu pertimbangan hukum hakim atas amar 
putusan terhadap terdakwa Sainal Abidin Dg.Ngitung adalah 
dalam menjatuhkan putusan pertama kita harus berpegang 
teguh kepada keadilan. Pertimbangan tentang hal-hal yang 
meringankan antara lain terdakwa berlaku sopan di persidangan, 
terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar 
jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya. 
Dimana kita juga melihat dasar hukum dari Undang- Undang 
No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, kita juga harus 
melihat dari aspek sosiologisnya 
 Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka hakim 
berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa hakim pada 
keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar 
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Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan menjatuhkan saksi pemidanaan kepada 
terdakwa Sainal Abidin Dg.ngitung. 
Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Sainal 
Abidin DG.Ngitung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta 
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan 
beberapa nara sumber yang kompoten dalam perkara ini, maka 
penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti 
























Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak sudah sesuai karena 
penerapan dalam putusan perkara Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG 
dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 64 ayat (1)KUHP, sesuai dengan faktor 
perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang 
diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil terhadap kasus tindak 
pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan 
perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
terdakwa dalam Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG telah 
sesuai, Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa 
dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim 
dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-
hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-
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undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam 
menjatuhkan putusan yang adil.  
B. Saran 
1. Sebaiknya dalam Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan amar 
putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap 
mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga 
mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek 
jera bagi terdakwa/terpidana.  
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi 
tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. 
Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu 
masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada 














Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. 
Bandung : Alumni. 
 
Adami Chawazi . 1994. Azas-azas Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : Raja 
Grafindo Persada. 
 
------------------- . 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, 
Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya 
Hukum Pidana). Jakarta. Raja Grafindo Persada. 
 
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
 
Andi Hamzah. 1994. Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : 
Rineka Cipta. 
 
Bambang Poernomo. 1985. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia 
Indonesia. 
 
Heribertus Sutopo. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan 
Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 
Press. 
 
Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita. 
  
Moeljatno. 2000. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. Muladi 
dan barda Nanawi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. 
Bandung : Alumni 
 
Oemar Seno Adji. 1997. Hukum Hakim Pidana. Jakarta : Bumi Aksara. 
 
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. 
Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri. 
 
Soerjono dan Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : 
Rineka Cipta. 
 





Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro. 
 
Sutrisno Hadi. 1983. Metode Research. Yogyakarta : Andi. 
 
Winarno Surachmat. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode 
dan Tehnik. Bandung : Tarsito. 
 
P.A.F. Lamintang, 1997 .Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti. 
 
Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 
 
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1994. 
 
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 
Refika Aditama, Bandung. 
 






Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
 




Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) 
     
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
      
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 
 
 
  
 
